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PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dibidang industri dalam proses
perkembangannya diikuti oleh timbulnye perusshaan-perusa
haan maupun pabrik-pabrik di pelosok dunia, Perkembangan
ini menimbulkan dampak d4i berbagai bidang, bailk . yang
bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Pengaruh
atau akibat dari perkembangan teknologi industri ini
secara langsung atau tidak, akan menimpa kehidupan manu-
sia. Majunya teknologi industri ini melibatkan langsung
manusia itu sendiri, pada problema yang timbul sebagai

akibat kemajuan tersebut.

Dalam mewujudkan produksi diperusahaah-perusahaan
maupun di pabrik-pabrik yang mana didalamnya tidak lepas
dari tenaga kerja manusia, Regiko bahaya yang sewaktu
waktu menimpa diri pekerja dalam upaya meningkatkan dan
memperbaiki kesejahteraan hidup mereka, baik Yang berhu-
bungan dengan upah, kesehatan dan keselamatap kerja. Du-
nia Internasional menyadari hal ini dan memandang perlu
untuk mewujudkan suatu aturan yang berupa standart atau
norma-norma Internasional dibidang perbufuhan. Untuk mem
berikan jaminan dau perlindungan dari akibat buruk yang

mungkin .timbul dan merugikan kehidupan manusia pada umum
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nya. (Sendjung H. Manulang, 1990 : 156).

Dalam gosiologi, bahwa perselisihan itu merupakan
masalah yang umum dalam kehidupan manusia, tiap interak-
si tentu akan terdapat reaksi, persoalannya apakah reak-
sl itu dapat mengendalikannya. Sehingga ' pertumbuhannya
dapat mencapai titik persamaan, yang selanjutnya dapat
mewujudkan keterpaduan yang terjalin keharmonisan, sea=-

rah dan setujuan. (Kartesapoetra, dkk. 1992 : 245 )ﬁ
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Suatu kebijaksanaan pengusaha yang telah dipertim
bangkan dengan matang, akan diterima para buruhnya dengan
rasa puas dan ada pula yang merasa tidak puas. Mereka
Yang merasa kurang puas ini telah mengandung benih-benih
perselisihan antara pemberi kebijaksanaan dengan mereka,
dan apabila rasa kurang puas ini diekspos dan dikembang-
kan, akan terjadi keguncangan dalam perusahaan, diména
keguncangan ini harus segera diatasi dengan jalan musya-
warah, dengan demikian maka perusahaan akan dapat melang

sungkan proses produksi sebagaimana yang direncanakan,

Jadi masalah timbulnyé perselisihan antara pengu=
saha dengan para buruhnya, berpokok pangkal karena ada
nya perasaan-peragsaan kurang puas tersebut. Pengusaha mem
berikan kebijaksanaannya, yang menurut pertimbangannya -
sudahAmantap.dan bakal diterima oleh para buruh., Celaka
nya karena paré buruh memiliki perasaan yang pertimbang-

an yang berlainan, maka penerimaan atas kebijaksanaan pe



ngusaha itupun menjadi tidak sama, sebagian yang rme:ggé
puas akan tetap bekerja dengan tanang dan bergairah. Se-
dang yang merasa kurang puas denéan cepat menunjukkan a-
patisme, gairah kerja menjadi sangat turum dan terjadi

lah perselisihan perburuhan. (Egrtasapoetra, 1985, 247).

Di dalam pasal 1 ayat (1) sub 2 Undang-undang No.
22 tahun 1957 disebutkan, yang dimaksud dengan perselisi
han perburuhan/industrial adalah

"Pertentangan antara pengusaha/majikan atau kumpulan

¥

p8ngusaha dengan serikat pekerja/buruh atau gabungan
serikat pekerja/ buruh, berhubungan dengan tidak ada
nya penyesuaian faham mengenai hubungan kerja,syarat
syarat kerja dan/atau keadaan perburuhan“, (Imam Soe
poemo, 1982 : 242),

Dari rumusan diatas menunjukkan bahwa Undang-un -
dang nomor 22 tahun 4957 hanya mengatur penyelesaian
perseliéihan perburuan antara serikat pekerja/ buruh de-
ngan pengusaha, sehingga dengan demikian adanya perseli-
slan pekerja/buruh yang tidak menjati anggauta serikat
pekerja/buruh dengan pengusaha/majikaﬁ, tidak mendapat -
kan perlindungan dari Undang-undang ¥o. 22 Tahyn 1957
tersebut, begitu pula dalam perselisihan yang menyangkut
pemutusan hubungan kerja, tidak dapat dimasukkan sebagai
perseligihan dari Undang-undang No, 22 Pahun 1957 tetapi -
dapat dimasukkan dalam katagori pasal 2 undang-undang No. -
12 Tehun 1964, (Hartono Widodo, Judiantoro, 1992 : 23),

Dengan demikian kehadiran serikatbpekerja/ bduruh



di perusahaan adalah sebagal salah satu sarana untuk tér
ciptanya hubungan kerja yang serasi, selaras dan seim-
bang antara pengusaha/majikan dén pekerja/buruh dalam
rangka peningkatan produksi dan produktifutas kerja.

Sejalan dengan dibentuknya serikat pekerja / buruh
di perusahaan bertujuan untuk menjadikan sarana dan waha
na yang efektif dalam menapung aspirasi para  pekerja /
buruh, agar mereka merasa dilindungi kepentingannya dan
tidak menceri penyelesaian sendiri-gendiri, apabila ter--
Jedi permasalahan dalam rangka memperbaiki dan meningkat
kan kesejantefaan anggotanya dalam suatu berusahaan ai
mana mereka bekerja. Dengan pengertian bahwa kehadiran -
serikat pekerja/buruh di perusahaan adalah merupakan par
tner terhadap pengusaha/majikan didalam membuat kesepaka
tan ker;a bersama, yang memuat syarat-sygrat kerja yang

harus diperhatikan dalan perjanjian kerja.

‘Benih-benih perselisihan atau perasaan yang  ku~
rang memuaskan diselesaikau dengan melakukan nusyawarah
untuk melahirkan satu kemufakatan. Sebagaimana juga di
sebutkan dalam al-Qur'an . Surat Ali Imron ayat 159 :
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"++o dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan
"itu, Kemudian apabila kamu telah membulatkan tikad,
maka bertaqwalah kepada Allah, gesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang bertaqwa kepada-Nya". (al-
Qur'an. 3 159)0 ' o .



Salah gatu cara untuk mengatur dan menormalisir -
mekanisme kerja tersebut, tentunya secara strukturel ter
kup dalam Undang-undang dalam suatu negara yaitu sebagai
ideologi sekaligus pula ketatanegaraan yang konsekwensi
nya guna mengatur tata kehidupan yang berlalu, termasuk

didalamnya adalah tentang perselisihan perburuhan,

Untuk menormalisir perseligihan perburuhan terda-
dapt dalam Undang-Undang Nomor 22/1957 yang mengatur mee
salah tersebut. Dimena orientasi dari pasal tersebut un
tuk meningkatkan sumber daya manusia yang merupakan gek
tor pembasgunan guna menuju kearah tinggal landas sebagai

clta-cita nasional.,

Indonesia adalah negara hukum dalem penyelesailaan
sesuatupun tentunya dilakukan melalui jalur hukum, yaitu
sebagal landasan penyelesalan segala sesuatu yang seba=

gal konotasinya adalah undang-undang.

Kalau dikaitkan dengan ajaran Islam, dimana kebe-
radaannya merupakan agama wahyu, maka dalam penyelesaian
nya segala sesuatu dikembalikan kepada wahyu Allah~(al-
Qur'an ~ al-Hadits) sebagal landasen dan titik };ijak
ﬂdalam penyelesaian segala sesuatu, yang normatifnya ada-

lah gebagal konsekwensi praktis dalam menormalisir suatu

'_,pezsoalan, Hal inl sesuai dengzn firman Allah Swt ¢.
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" Hai Orang-orang yang beriman, tatatilah Allah dan
Rosul (Nya), dan Ulil amri d4i antara kamu. kemudian

ika kamu berlainan pendafat tentang gesuatu, maka
embalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur an) dan Rosul

(Sunnahnya), Jika kamu benar-benar beriman kepada -
Allah dan hari kemudian., Yang demikian i lebihuta
(b%gimu) dan lebih batk akibatnya ¥, (Al-“ur-an, 4:

Sehingga antara hukum lslam dengan hukum Tata Ne
gara mempunyai konsekwensi yang sama-sama mengangkat de

rajat manusia sebagai kholifah.

Untuk mengetahui sej auhma.ha'fp?ranan-sexzi}cat: pekm:'
ja/buruh dalam perseliBihan perburuhan dan penyelesain
nya menurut YUndang-undang pomer 22 tahun 1957, maka di
perlukan kajian dan telaah konseptual tentang hal itu.

Urgensd kajian tentang masalah ini makin terasa
setelah di dalam perpustakaan sangat jarang dijumpai =
hasil kajian masalah ini.

B, Identifikagi magalagh

Dari paparan lajar belakang masalah di atas, da
pat dicermati bahwa ﬁasalah yYang ingin dikaji adalah
" PERANAN SERIKAT PEKERJA/BURUH DALAM PERSELISIHAN PER
BURUHAN DAN PENYELESAINNYA MENURUT UU. No.22 Th, 1957.

C. Pembatasan masalah

Mengingat masalah problematika perselisihan per

buruhan dan peranan serikat pekerja/buruh masgih?hersifat



umum dan bersegl banyak, maka memerlukan pembatasan. Ma-
salah tersebut membatasi diri

Serikat pekerja/buruh dan  UU.
No. 22/1957

- Dari segi subyek

!
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Dari segi obyek Penyelesaian perselisihan per-
buruhan,

Wilayah Republik Indonesia

t
o

Dari segi tempat

Dari segi 'tinjauan

Sejauhmana analisa hukum posi-

A

tif dan hukum islam dalem penye

lesaian perselisihan perburuhan

D. Perumugan Masalah

Untuk lebih praktis dan konseptual, masalah study

ini dirumusgkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan funda=

mental sebagai berikut :

l. Bagaimana peranan Serikat Pekerja/burubh dalam perselil
sihan perburuhan ?

2. Bagaimana diskripsi penyelesaian perselisihan perburu
'ﬁan menurut Undang-undang No. 22/1957 <%

3.”Bagaimana analisa nukum Islam terhadap penyelesaian -

perselisihan perburuhan ¢

E, Tujuan _Studx
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Secara umum tujuan study ini adalah untuk meleng-

kapi satu persyaratan mahasiswa dalam menempuh gelar sar



jana‘strata satu 581). Adapun secara khusus tujuan atudy

ini sebagai berikﬂ&iz

1. Mendiskripsikan pergnan serikat pekerja/buruh dalam
perselisihan perburuhan,

2. Untuk menyelesalkan perselisihan perburuhan di Indo =~
nesia menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1957.

3« Untuk mengetahui analisa hukum Islam dalam penyelesal

an perselisihan perburuhan,

P, Kegunaan Study

Hasil study ini diharapkan bernilai dan berma' na
minimal untuk perihal : .
1. Sebagai kajian ilmiyah, khususnya bagi mahasiswa Fak,
Syari'ah dan bagli siapa saja yang menginginkannya,
2. Seﬂagai referensi untuk menyusun karya ilmiyah selane
Jutnya dalam berbagai permasalahan yang terkait.
3. Sebagal referensi bagi upaya-upaya penyelesian perse=-

lisihan perburuan ai Indopesia.

G. Pelaksanaan Pgnelitian

Dalam penelitian ini d4i perlukan fage-fase terten
tu sehingga berbagai indikasi akan menempati secara rep-

resentafiﬁ.

1. Data yang di gali.

Data yang ingin digali adalah tentang pengaturan



perburuan dan’ penyelesaian perselisihan perburuan dalam

penerapannya di perusahaan-perusahaan,
2. Sumber data

bari data-data diatas, maka sumber data yang d4i
pakal adalah @

a. Data primer, yaitu keterangan untukipertama kali di
catat langsung oleh penulis, meliputi buku-buku, ma =
Jalah,dan surat kabar.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak
lain, artinya data itu tidak di usahakan xsendiri pe-
ngumpulannya.meliputi, buku-buku, majalah dan  surat
kabar. (rqgrzuki, 1983 : 11). ;

Se Eeknik penggalian data

Data yang digali dengan cara mengumpulkan, memba=-
ca dan menelaah buku-buku, majalah dan surat kabar untuk

kemudian dipadukan menjadi kesimpulan.
4. Methode analisis data.

a., Induksi, yaitu mengemukakan berbagai data yang dipe -
roleh dalam penelitiam pustaka (library recearch) se-
lanjutnya digeneralisir sebagai suatu kesimpulan;

b, Deduksi, yaitu memberikan dalil atau hujjah secara
khusus terhadap péngertian umum yang telah di kemuka-

kan - gsebelumnya,

9.
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C. Fomperatif, yaitu membandingkan data-data yang suds
é.da, selanjutnya menganalisis dari berbggai data yang
telah diperoleh 'dari pua.ta.ka; Sehingga dapat diketa
hui diantara pendapat yang terkuat. ﬁemudian diambil

kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan,



